Menimbang

Mengingat

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASES EL KTRONIK
DENGAN RAHMAT TUI—IAN YAN G MAHA ESA

ok

__Elek‘{romk diperlukan pengeléi
berbasas eleki.romk d1 daerah:

: penyelen ggaraan
- Elektronik . di
.'Peraturan Gubemur,

fpasaz 18 ayat
o Repubhk Indonesna Tahun |

;-_'_'Undang-Uﬂdang Nomori 2
Pembentukan

1956 Nomoi 65, Tambahan
: Indonesza Nomor 1106)" e

TENTANG

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

bahwa berdasarkan ?eratufan :

'. 'bahwa ber(iasarkam“,
: dzmaksud dalam huluf:

(6) Undang»

Daerathaer" '




4. Undang-Undang Nomor 25" "I‘ahun 2009:'_ ient ng.
Pelayanan Publik {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038};

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 12019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 (Berita Negara-Ré'pubﬁk;-_’ D

Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 "
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berzta':'

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri |

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 . tentangi '

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Noﬁior' .
4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan

Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 o

Nomor 551});
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Menetapkan

12. Peraturan Daerah Prov1n31 Kahma.ntan Bara Nomo_ :

2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Dae""='h Prov}ns
Kalimantan Barat Nomor 9) R SRR

13. Peraturan Gubernur Kahmantan Barat Ne 4} 5f Tahu" '
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan_'ﬁ_Gubenzu
Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan; Susun
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Komunikasi dan I:ﬂfmmatxka Provinsi: Kalu‘nanian:{-B_a
(Berita Daezah Pl ovm31 Kahmantaﬂ Barat Tahun 2018‘7
Nomor 5). : o

o MEMUTUSKAN

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG

PEMERINTAHAN BERBASIS BLEK’I‘RONH{

. BAB I :
KETENTUAN UIVIUM
' PaSal 1

Dalam Peraturan Gubemur mz ya‘ﬁg dmzaksu "d'enga
1. Daerah adala;h Prownsz Kahmant&m Barat

Barat.

6. Dewan Pemfalﬁian Rakya’t Eaerah selan_g
DPRD, . adalah ‘Deéwan . Perwalﬁian';-'_
Provinsi Kahmantan Barat R

7.
8.
Urusan
Daez ah
9.

AR amerewt | em




10.

11.

12.

13.

14.

19.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dinas Komunikasi dan Informat:ka yang selangutnya e
disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang =~
menyelenggarakan urusan pememntahan di bidang
Komunikasi dan Informatika Provmsz Ka_l;manianfﬁ_--_ i
Barat. I ' : i

Sistern  Pemerintahan Berbaszs Elektromk yang--g:} S
selanjutnya disingkat SPBE: adaiah suatu sistem tata
kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknoiogl
informasi secara menyelumh dan-. terpadu dalam
pelaksanaan administrasi: - pememntahan daﬁ
penyelengg araan pelayanan pubhk pacia Pemermtah
Daerah. e

Tata Kelola -SPBE adalah kerangka k@rja yang
memastikan  terlaksananya pengaturan pengarahan,-f
dan pengendahan dalam penerapa_n SPBE sccara .
terpadu. : S

Manajemen SPBE adalah serangkazaﬂ proses untuk:
mencapai penerapan SPBE yang efelktif; efzslen dan':_-.

berkesinambungan, _serta }ayanarl SPBE yang -
berkualitas. g

Layanan SPBE adalah keluaran yang. dzhasﬂkan oleh fon
(satu) atau beberapa fungsa aphkam SPBE dan yang’
memiliki nilai manfaat. G S Gl

Arsitektur . SPBE adalah kerangka dasar yang
mencieskr1ps1k:ar1 integrasi proses bisnis, data dan.
informasi, infrastruktur -SPBE, aphkas:l SPBE danj :
keamanan SPBE untuk menghasﬂkan Iayanan ‘:SPBE-"
yang iemntegrasa

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsxtektur
SPBE yang diterapkan di pemermtah daerah L

Peta Rencana SPBE . adalah dokumen ya_ng
mendeskripsikan arah dan langkah penylapan dan:
pelaksanaan SPBE yang termtegras1 :

Peta Rencana SPBE Pemerintah. Daerah adalah Pet"
Rencana SPBE yang dzterapkan cﬁ pemermtah daerah

Proses Bisnis adalah sekumpulan lmglatan yancr
terstruktur dan salmg terkait dalam pela}{sanaan tugas
dan fung&n instansi pusat dan pemerm‘tah daerah
masing-masing. i

Infrastruktur SPBE adalah Semua perangkat k:eras,
piranti lunak, dan fasilitas" yang. men;adz--- penunjang
utama uniuk menjalankan sistem, aphkam,. omunikasi
data, pengolahan dan penyzmpanan data, perangkai
integrasi/penghubung,: cian perarzgkat elektromk
lainnya.,

Pusat Data adalah fasilitas yaﬂg dzgunakan untuk:
penempatan sistem elektronik dan’ komponen terkaﬂ:
lainnya untuk keperhian penempatan penylmpa_narl
dan pengolahan data, dan pemuhhan data

Jaringan Intra ‘adalah Jaringan tertutup yang
menghubungkan antar __S1mpu1 _rjaﬁt‘ing‘an;;dal_am-,. suatu
organisasi. L e
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

(4)

(5

Sistem Penghubung Layanan adalah perangi;:": i
integrasi/penghubung untuk - mela.kukan pertukalan; Rt It
Layanan SPBE. ' i
Aplikasi SPBE adalah satu atau Sekumpu}an pro:g,ram" :
komputer  dan prosedur yang. . dlrancang untuk_"_._
melakukan tugas atau’ fungsz layanan SPBE e
Ap11kas1 Umum adalah -aplikasi- SPBE" yang sama o .
standar, dan digunakan secara’ bagl pakaa oieh mstanm S
pusat dan/atau pemerintah daerah.: : S
Aplikasi Khusus adalah aphkasx SPBE yang d1bang1m
dikembangkan, digunakan, - dan - dikelola _oleh
pemerintah  daerah untuk- memenuhl kebumhan';_
khusus yang bukan- kebutuhan pemermtah daerah

Keamanan SPBE adalah pengendaﬁiaan keamanaﬁ yangl e
terpadu dalam SPBE. S
Audit Teknologz Informasz dan Ksmumkas:t acialah'-:é
proses yang _sistematis untuk ; h

mengevaluasi bukti secara Objektlf--”’}__
teknologi informasi dan komumkas1 dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknolbgl UL
informasi dan komunikasi dengan kﬂtena dan/a‘tau
standar yang telah ditetapkan. T PR T e
Pengguna - SPBE adalali. mstanm pusat' pememntah
daerah, pegawai Aparamr Slpzl Negar’ - perorangan,
masyarakat, pelaku - usaha, dan- plhak Iam yang_f:r__
memanfaatkan Layanan SPBE. : :

Pasal 2 _ i
SPBE dilaksanalkan berdasarkan prmsﬂp B
efektivitas; i
keterpaduan;
kesinambungan;

eﬁsiensi"
akuntablhtas :
mteroperabﬂztas da:ﬂ =

g® mepo g

keamanan

mendukung SPBE Daerah yang berhasﬂ gun
dengan kebutuharl :

b merupakzm pengntegraszan sumber daya yémg;
mendukung SPBE Daerah. - : .

Kesinambungan Sebagalmama d1maksuci pada ayat (
huruf ¢ merupakan keberlanjutan SPBE Daerah secara.-
terencana, bertahap dan’ tems menems ‘sesl
perkembangannya.

Efisiensi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf d;'
merupakan optimalisasi pemaﬂfaatan sumberdaya yang_;
mendukung SPBE Daerah tepai guna e '

RARD PRERANGHAT DAERAH .
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(6) Akuntabilitas sebagaimana dimalcsud pacla ayat (1)"' TR Bt

huruf e  merupakan  kejelasan “fungsi . dan
pertanggungjawaban dari SPBE Daerah.

(7} Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada -ay:at""(l) "

huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar =

Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka
pertukaran data, informasi atau layanan SPBE Daerah. ..

{(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'h'urufgf_"i o
merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, =
keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang o

mendukung SPBE,

Pasal 3 _
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini _ n
meliputi: RS
Tata Kelola SPBE;
Manajemen SPBE;
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
penyelenggara SPBE;
percepatan SPBE; dan

o a0 gop

pemantauan dan evaluasi SPBE.
BAB II o BT

TATA KELOLA SISTEM PEMERENTAHAN BER}BASM s
ELEKTRONIK a
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan un’mk memasukan__ff['_' -

penerapan unsur-unsur SPBE secara ‘Lerpadu

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimama dimaksud pada ayat g e ol

(1) meliputi:
arsitektur SPBE;
peta rencana SPBE;
rencana dan anggaran SPBE;
proses bisnis;
data dan informasi;
infrastruktur SPRE;
aplikasi SPBE;
. keamanan SPBE; dan
layanan SPBE.

@ moe a0 oo

pet 4
.

Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbaszs Elektromk
Pemerintah Daerah s

Pasal 5

(1} Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah chsusun deng&n

berpedoman pada Arsitektur ‘SPBE Nasional = dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

{
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(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.

(3) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas dapat
berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.

(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi referensi dan domain
arsitektur SPBE vang terdiri dari :

a. proses bisnis;

b. data dan informasi;
c. infrastruktur SPBE;
d. aplikasi SPBE;

e. keamanan SPBE; dan
f. layanan SPBE.

(6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh
waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaltu-
waktu sesuai dengan kebutuhan.

(7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6} dilakukan berdasarkan :

a. perubahan arsitektur SPBE nasional;

b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah
Daerah;

c. perubahan pada unsur-unsur SPBE; atau

d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

(8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Gubernur melalui
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan
berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional,
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

(2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. tata kelola SPBE;

b. manajemen SPBE;

c. layanan SPBE;

d. infrastruktur SPBE;
e. aplikasi SPBE;

f. keamanan SPBE; dan

HaRro PRRANGHAT DAERAH
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g. audit TIK SPBE. o - e
(3) Peta Rencana SPBE Pemermtah Daerah dlsusun untuk-’__' R
jangka waktu 5 tahun dalam bentuk program dan atau. - - -
kegiatan dalam rangka melakukan pembangunan e
pengembangan dan penerapan SPBE. - Sl
(4) Peta Rencana SPBE Pemerintah E)aerah dztetapkan oleh'f”- . L
Gubernur. I I
(5) Untuk menyelaraskan peta rencana: SPBE dengan petafﬁ_' e
rencana SPBE Nasional, Dinas dapat berkoordmam dan: o
melakukan - konsultasi . dengan - Menter:z yang oo
menyelenggarakan  urusan pemerm‘cahan ch blciang'; e
aparatur negara. ' a
(6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dllakukaﬁ reviu
pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau'- R
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.. ST
(7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemenntah Da&rah dﬂakukan' e
reviu berdasarkan: - o R It
a. perubahan peta rencana SPB].‘.‘, nasmnal i
b. perubahan rencana strategxs pemermta,h daerah S R
c. perubahan arsitektur SPBE pemermtah daera,h atau B s
d

. hasil pemantauan dan evalua& SPBE pemermtah'-; RHE I
daerah.. - SERES i

(8) Reviu p@ta L rencans - SPBE Pememmah Da ah
sebagaimana dimaksud pada. ‘ayat (6) dllakukan oleh_{-.-_---:;____--_;-_
Gubernur Kalimantan- Barat meialm Tlm Koordlnam e
SPBE Pemerintah Daerah. - : o

Baglan Keempa‘t

Rencana Dan Anggaran Sistemn Pemermtahan Berbas1s

Elektmmk Pemermtah Daerah L

 Pasal7 | o

(1) Rencana dan . anggaraﬁ SPBE Pemermtah Daerah"f._s

disusun sesuai - dengan  proses perencanaan ~dan:
penganggaran tahunan Pememltah Daerah

(2) Setiap Pemerintah - Daerah’: menyusun rencana dan
anggaran SPBE sebagazmana ‘dimaksud. pada ayfzt (1)5_'
dilaksanakan dengan berpedoman pada- _ A1$1tektur.*
SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Renca a SPBE
Pemerintah Daerah. o

(3) Untuk keterpaduaﬂ mncana dan anggaran SPBE
penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pememntah
Daerah dikoordinasikan - oleh Dinas dan PD yang
bertanggung - - jawab . d1 bzdang perencanaan"f
pembangunan daerah. | R

Bagian Kehma L
Proses Blsms a
.~ Pasal8 -

(1) Penyusunaﬁ Proses 'striisl : beri:ujuan unmk:f
memberikan pedoman daiam penggunaan da‘ta dan
informasi serta penerapan: - R

a. Aphkas1 SPBE Péemerintah Daerah

HARD PERANGEAT DARRAH
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b. Keamanan SPBE Pemetintah Daerah;dan = . .
c. Layanan SPBE Pemierintah Daerah. . -

(2) Daerah menyusun Proses Bisnis" berdasarkan padaf':; R T
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. _ S

Pasal 9

Proses Bisnis yang saling terkait disustn secara termtegram (At )
untuk mendukung pembangunan. atau- pengembangan!__:_-;_ A
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan Layanaﬂ SPBE TR
Pemerintah Daerah yang terintegrasi. _ 5 i

Pasal 10

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebag’nmana dlmaksudf]]j A
dalam Pasal 8-dan Pasal 9, kepala PD berkoordmam dan oo
dapat melakukan konsuhasz “dengan : Biro yang.f"fi'._-‘
menyelenggarakan urusan pemermtahan ch bldang apara‘tur__;_ e Bt
negara. _ R

Bagian Keenam _. S
Data Dan -Informasi' 2
Pasal 11

(1} Data dan informasi mencakup semua gems data dan'- L
informasi yang dimiliki oleh Pemermtah Dacrah e
dan/atau yang diperoleh. dan masyarakat pelaku usah
dan/atau p1hak lain. -

(2) Pemerintah Daerah mengglmakan data clan 1nformas1::g"_i,-_ B
sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dalam SPBE--{{.'?
Pemerintah Daerah. - ;

(3) PD menyediakan data dan " 111f0rma.31 pubhk yang’__ e
diperlukan oleh internal dan ﬁksternal Pemermtah‘-ﬁ-
Daerah, sesuai dengan ‘tugas dan fung31 Perangl{ai;
Daerah.

{(4) Data dan informasi pubhk yang dl.sedlakan oleh PD';3
sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dlkeiola oleh Dmas_-
dalam bentuk pusat data.’ :

(5) Data dan informasi publik: yaﬁg dzsedlakan oleh PD_;
sebagaimana  dimaksud ~ “pada - ~ayat. (3)- Wa31b'-_
dimutakhirkan secara pemodlk rmmma} seuap tahlm-
sekali. : S T

(6) Pengelolaan data dan 1nformas1 Sebagalmana dlmaksud_r s
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan : (e
a. PD dalam = melakukan manajemen data harus;f,:__: e
berkoordinasi dengan perangkat daerah yang :
melaksanakan fungsi penungang perencanaan.
pembangunan daerah; _ : S

b. PD pengelola data hamé memperhatlkan tahapan
input, proses dan output data;

c. Pada tahapan input, prosedur yang. harus dualankanf
adalah prosedur akses data, pmsedur transaksi data
untuk . memeriksa akurasi, kelengkapan ‘dan
vahchtasnya serta- pmsedur pencegahan kesalahan}

input data;
HARD FERARGEAT DAERAN &&%m&im.g : & 5 ; . .
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d. Pada tahapan proses, prosedur yang hams dga}ankan " S
adalah prosedur pengelolahian data, prosedur valldas_l R
dan editing serta prosedur penanganan kesalahan; '

e. Pada tahapan oufpui, prosedur yang harus dzgaiankén : Ry
adalah prosedur distribusi, penangaﬁan kesalahan_‘.j S
dan keamanan data. '

(7) PD pengelola data sebagaimana dirhaksud pada ayat (6)--_; S L
huruf b melakukan tata kelola data dan informasi sesuai R
ketentuan peraturan pemndangﬂndangaﬁ melalii -

a. membuat daftar data dan informasi yang clzkf;lola, |

b. membuat daftar penanggung;awab da‘i:a dan e
informasi yang dikelola;

o menetapkan klasifikasi, distmbum dan mas& retensr'-'-”- S
data dan informasi; : R

d. membuat daftar lokasi peny‘impanén '__-da'ta ':_dai_i*_:_f_ S
informasi; dan - o SRR I
e. menentukan periode backup dan medza backup data_' G
dan informasi. : S
Bagian Ketujuh :
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektromk
Pasal 12
(1) Infrastruktur SPBE daerah terdiri aias
a. Pusat Data Pemerintah Daerah _
b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan
c. Sistem Penghubung Layanan; 3 e e
(2) Pusat Data Pemerintah Daerah. sebagalmana d:tmaksudf-};_ e
pada ayat (1) huruf a d1selenggarakaﬂ oieh dmas deﬁgam
memenuhi persyaratan tertentu. IERE

(3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana'ff.f
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakaﬂ Jarmgam i El RS
interkoneksi tertutup vang menghubungkan antar_'
simpul jaringan dalam Pemerintal’ Daerah. R e

(4) Sistem Penghubung Layanan Sebaga.lmana dzmaksudff:;f{ _:f"_'
ayat (1) huruf ¢ diselenggarakan oleh’ Pemerintah Daerah -
untuk melakukan permkaran Layanan SPBE dalam'--"’f"'f_-’.}i'1_'- PR
Pemerintah Daerah. . e

Pasal 13 . ' SR

(1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat_-_{__':: S S
(1) huruf a merupakan tempat penylmpanan data yang R
berbasis elektronik, yang berfungsi untuk : S
a. mengeloia kelancaran layanan dan mfrastruktur'_}: b
b. mengeloia penyimpanan dan keiancaran lalu lllztas'{- S

data dan informasi; dan : L

c. mengatur akses informasi - Sesiai dengan? o
kewenangan masing - masmg pﬁrangkat daerah e
(2) Layanan pusat data Pemerintah Dae1ah d1gunakan oleh i

seluruh PD untuk mendukung. penggunaan tel«mologlf
informasi dalam men_;alankan pmses bisms :

AU
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(1)

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah sebagalmana S

dimaksud pada ayat (1) mendukung interkoneksi dengan |

pusat data instansi pusat dan/atau pemerintah daerah_- ke

lainnya.

Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dizﬁaks;ud
pada ayat (1) harus memiliki Pusat Pemulihan Beéncana. -

Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimﬁk'sud pada

ayat (4) merupakan cadangan dari Pusat Data untuk.

menjamin keamanan data ketika terjadi bencana a}am '
atau kondisi force majeur di Daerah.

Penyelenggaraan Pusat Pemulihan = '-Bencéria"l. -

sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  dapat
menggunakan pusat data nasional atau penyedla ;asa:-_' DR

layanan pusat data.
Pasal 14 _ _
Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - untuk o
menghubungkan antar simpul jaringan - dalam -
Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk men]aga :
keamanan dalam melakukan pengiriman data dan

informasi antar simpul jaringan di hngkungan

Pemerintah Daerah.

Keamanan Jaringan Intra Pemermtah Daerah-f: e
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan"

dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.

Dinas mengelola dan mengatur layanan Jarmgan mtra:: .
seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah. - =

Pemerintah Daerah melakukan staﬁdardlsasz o

infrastruktur jaringan untuk seluruh PD; yang mehputl SR

a. standardisasi perangkat jaringan;
b. standardisasi manajemen jaringan; dan -
c. standardisasi ruang perangkat jaringan Iokal

Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan: oleh PD__ _. |
hanya mencakup penyediaan ruang perangkat j Jarmgan SRR

Layanan  Jaringan Intra  Pemerintah - Daerah-f A
sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) mendukung

interkoneksi dengan jaringan intra instansi- pusat_'{-_: ¥
dan/atau pemerintah daerah lainriya. :

Layanan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagalmana

dimaksud pada ayat (6) dapat dimanfaatkan uniuk}_- -

layanan akses internet pada PD.
Pasal 15

Penggunaan Sistem Penghubung :Layéh.aﬁ __p'emeriﬁtéh o e
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hurufc . B
bertujuan untuk memudahkan dalam me}akukan AL

integrasi antar Layanan SPBE,

Setiap PD harus menggunakan Sistem Penghubung Lt
Layanan pemerintah sebagaimana dunaksud. pacia ayat'--*. [

(1).
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(3) Dalam menggunakan sttem Penghubung Layaﬁan
pemerintalh sebagaimana dimaksud- pada ayat (2)
Pernerintah Daerah harus: SRR SRR
a. membuat keterhubungan antar PD menggunakan-_ﬁ L D

Jaringan Intra Pemerintah Daerah SEARREE B A ER
b. mengakomodir keterhubungan" dan akses Jarmgan_--_:f-’--.i’ﬁ_.' S
Intra Pemerintah Daerah ‘dengan - Jarmgan Iﬂtra-';_g; o
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah }am:nya dan oo
C. memenuh1 standar mteroperabzhtas an‘f;ar Layanan;} e Sl
SPBE. . e -

(4) Standar _mteroperabﬂitas antar ' Layanan SPBE_'___
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf b, meNngacu o
pada ketentuan yang ditetapkan. oleh menten yang oo
menyelenggarakan urusan pemermiahan d1 bldang T
komunikasi dan informatika. e

(5) Dalam hal integrasi layanan SPBE Pemenntah Daerahf.',f*f G
menerapkan sistem Government Service Bus (GSB) untuk__f-_;
mengelola “integrasi 1nformas1 d&m periukaran data-’__:.-_;ﬁi__._
dengan instalasi lain. : : R

(6) Dalam melaksanakan penerapaﬂ sisten Govemment:i_ﬂ
Service Bus (GSB) sebagaimana dimaksud: pada ayat (5) SRR B
Dinas membangun dan. mengembangkan aphka31 yang.
bcrfungsx sebagai Government Sermce B‘us (GSB}

(7) Dinas memfasilitasi 1ayanan pertukaran data denga i
pemerintah pusat, pemerintah  daerah’ prownm dani__. T
pemermtah daerah kabupaten/kota. - SRRt

Bagian kedelapan § S
Aplikasi Sistem Pemermiahaﬁ Berbasis Eléktromk
Paragraf 1 - ST
Idennﬁl{asa dan Pem111han sttem
Pasal 16

(1) PD melakukan identifikasi pemﬂzhan s1stem ’I‘IK dengan_ |
mempertimbangkan : : P T G

a. capaian program;

b. kebutuhan program;

c. keluaran program; dan .
d. kerangka acuan kerja. -

(2) Identifikasi pemilihan smtem TIK Sebagmm&ma dlmaksud-;-.f ;
pada ayat (1), dituangkan dalam- bentuk dolmmen yangf{
memuat ;- S
a. analisis kebutuhan; dan R
b. analisis: manfaat dari pemﬁlhan mstemyaxxg

direncanakan. S : e

{3) Berdasarkan hasil 1dent1ﬁka31 sebagalmana dzmaksud:}_
pada ayat (1), PD dapat melakukan konsultasi dan.
mengajukan permohonain permhha:n s:tstem kepada. =

Dinas.
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(4) Dinas melakukan persetujuan atau penolak;an terhadap--;;'.__'__._-_;: [
pengajuan sebagaimana dimaksud pada cayat (3}

berdasarkan hasil analisis yang mengacu_ pada

Arsitektur SPBE,

(5) Dalam hal permohonan pemilihan sastem dlsetuguz
Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud - .~

pada ayat (2) dan dokumen analisis sebagal bahan_"f'--- EE

pengajuan penganggaran belanja SPBE.

(6) Dalam hal permohonan pemilihan sistem d1tolak PD

melakukan penyesuaian atas pemilihan sistém ‘sesuiai

saran dinas dan mengajukan permohonan pemxhhan_-_f'_:

sistem kembali.
Paragraf 2

Pembangunan Aplikasi Sistem Pemermtahan Berba
Elektronik

Pasal 17

(1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemermtah Daerah untuk ¥

memberikan layanan SPBE.
(2) Pembangunan aplikasi meliputi :
a. aplikasi umum; dan
b. aplikasi khusus.
Bagian Kesatu .
Aplikasi Umum
Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyedzakan P i}
aplikasi umum, Pemerintah Daerah dapat membangmn-r_;f Sy

aplikasi sejenis dengan aplikasi | umum,-

{2) Dalam m‘?ﬂg@ﬁakm aplikasi sejenls sebagaimana“ﬂ fiay o

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus :

a. telah mengoperasikan aplikasi sejems sebelum SR

Aplikasi Umum ditetapkan;

b. melakukan kajian biaya/cost dan manfaat/ ben@ﬁt{i:'-'f'f :

terhadap penggunaan dan pengembangan aphl{asr_i.:_”

sejenis;

¢. melakukan pengembangan aphkasa Sejems Yang i

disesuaikan dengan Proses: stms dan fungm pada-f'-_:f

Aplikasi Umum; dan

d. mendapatkan pertimbangan dam menterz ya11g-'-._'_'._:-'_'""_'_-':.._'
menyelenggarakan urusan pemermtahan ch bldangz-_-'_ R P

komunikasi dan informatika.
Bagian Kedua -
Aplikasi Khusus:
Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembgmm&ﬂ da_n S

pengembangan aplikasi khusus..

(2) Pembangunan dan Pengembangan aphkasz k}lusus i

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dldasarkan pada S
arsitektur SPBE Pemerintah - Daerah  dan  harus = L
memenuhi standar teknis dan- prosedur pembangunan“;--_{]-.-'_- R

dan pengembangan Aplikasi Khusus.
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Sebelum melakukan pembangunan datt pengembangan;___.___: - L
Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan
dari menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan
harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (open
source), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus
ada pertimbangan dari Dinas yang membidangi urusan
Komunikasi dan Informatika.

Pembangunan piranti lunak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4} dilakukan berdasarkan metodologi System
Development Life Cycle (SDLC} atau Agile.

Metodologi System Development Life Cycle (SDLC)
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah siklus yang
digunakan dalam pembuatan atau pengembangan
sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan
masalah secara efektif, yang meliputi atas 6 (enam)
tahapan secara umum yaitu :

a. Planning/Initiation merupakan perencanaan awal
seperti mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan,
masalah-masalah vang akan diselesaikan melalui
sistem, sumber daya seperti teknologi, jenis aplikasi,
tim pengembang, jadwal pekerjaan dan anggaran;

b. Analysis merupakan studi dan brainstorming domain
masalah/kelayakan  sistemn  seperti  klasifikasi
masalah, peluang dan solusi yang mungkin
diterapkan pada sistem, studiliteratur. Selain itu
dilakukan analisa kebutuhan dan batasan
spesifikasi;

c. Design merupakan spesifikasi/konstruksi solusi yang
teknis dan berbasis komputer seperti membuat
skema database dan rancangan user interface.
Blueprint akan dihasilkan dalam bentuk design,pola
hingga komponen sistem;

d. Implementation merupakan tahapan konstruksi dan
pembangunan sistem. Setelah itu, akan dilakukan
instalasi sistem hingga pembuatan dokumentasi.
Hasil tahapan ini adalah piranti lunak yang telah
berfungsi dan siap diuji;

e. Testing dan integration merupakan pengujian atau
percobaan sistem dapat bekerja optimal atau tidak,
proses pengetesan bahwa produk tidak cacat dan
sudah sesuai permintaan klien. Testing bertujuan
untuk melihat kemudahan penggunaan sistem,
hingga pencapaian tujuan dari sistem yang sudah
disusun sejak perancangan sistem; dan

f. Operation dan maintenance merupakan tahapan
memelihara sistem agar dapat meminimalisir error
yvang ada dan dapat beradaptasi sesuai dengan
kebutuhan.
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(4} Penjaminan ketersediaan sebagaimana . dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melajui penyedlaan cadangan da:a S

pemuhhan




(7)

(%)

(10) Dalam membangun dan - mengembangkem szstemff-ff;'f‘_'-if:-_f:-'-- o

(11) Dalam hal pembangunan sistéen elektrc:mk dﬂalmkaﬂ:’_'?f:
oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem = .
informasi yang dibangun/ dlkembangkan menjadl hal{ Rl

(12) Reviu dan evaluasi pembangunan aphkasz SPBE_;'
dilakukan secara periodik minimal settap setahun s;ekah e

Metodologi Agile sebagaimana d1maksud pada ayat (6) _
adalah metodologi pengembangan piranti lunak yang DR
didasarkan pada teknik mcremenfal/ bertahap dan 1_ S

iterative/ berulang

PD membangun dan mengembangkan szstem elektromk-_'-f' e P
dengan mengutamakan integrasi atau m‘temperabﬂﬁas_-;_:____'.
antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC -~ ..
dan Agile sebagalmana dimaksud pad.a ayat (5) ayat (6) R

dan ayat (7).

Dinas mengatur keterpaduan dan | P'eﬂgeﬁdal:ia;iﬁ LR

pembangunan aplikasi SPBE,

elektronik, PD membuat dokumentasi sistem, mehputl
a. fungsi dan modul yang terdapat dalam aphka&

b. diagram arsitektur piranti- tunak,’ dapat bempa:_'.’_-:"_f-
diagram Unified Manipulation Language (UML) Data
Flow Diagram (DFD), Activity - Diagram, - State e

Transition Diagram, atau Flowchart Dzagram

c. struktur basis data dan elasinya, dapat bempa Entzty:._. o . =

Relationship Diagram atau Class Dzagram
diagram alir data (Data Flow Dzagram), B
user interface;

SpﬁSlﬁk&Si teknis apiﬂqam

oMo o

user; dan _
h. penerapan keamanan mstem

cipta Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembﬂan

Keamanan Sistem P@memmahan Berbasm Elektromk G

Pasal 20

Keamanan SPBE mencakup penjamman I{erahasmaﬁ :::'_;'i_:“ o el

(nanrepadzatwn} sumber daya terkalt data dan 1r1f0rmas1 L

Infrastruktur SPBE, dan Aphkam SPBE.:

Penjarninan kerahasiaan | Sebagalmana dzmaksud padag';:f_: .:.:
ayat {1} dilakukan melalai- penetapan Ilasifikasi

keamanan, pembatasan : ak,ses, daﬁ. pengendallan__f'-_f
keamanan lainnya. . .

Penjaminan keutuhan sebaggaman& dzmaksud pac}.a ayat‘-_ -

(1) dilakukan melalui pendetekszan modzﬁk&sz
Penjaminan ketersediaan sebagazmana dzmaksuci pada--' '

ayat (1) dilakukan melalui penyedxaan cadangan dan

pemulihan.

EaR0G FERANOGEAT DAZRAR

. ) o
HORUM PEMRIEARSA ABISTHR T | BEEDA -

manual instalasi dan konfigurasz serta pemelmaraanf
melalui  backup dan restore ‘system, . penggunaan -
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(5) Penjaminan keaslian’ sebagazmaﬁa d1maksud pada ayat-'. :

(1) dilakukan melalui peﬁyedlam mekamsme vemﬁkasa‘f';

dan validasi.

{6) Penjaminan kenirsangkalan (hori’r’*epudiatzéri):_ : i
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dﬂakukan melalui’ S
penerapan tanda tangan digital dan jaminan pzhak keuga; i

terpercaya melalui penggunaan Seruﬁkat digltal
Pasal 21 ' '

Penanggungjawab Keamanan SPBE adalah Perangkat i-:.-': .
Daerah yang menyelenggarakan. tugas pemermiahan dzz-;ﬁ_-_j-'- ShH

bidang persandian.
' Pasal 22 S
(1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan I{eamaﬁan" :
SPBE. _ e
(2) Dalam m¢11erapka11 Keamanan SPBE sebagaimana_-
dimaksud .- pada ayat = (1) dan menyelesmkam
permasalahan Keamanan SPBE, Pemermtah Daera
dapat melakukan konsultasi dar/atau koordmasx_
dengan kepala; lambaga yang m&nyeienggarakan tugas_-.
pemerintahan di bidang keamanan S1ber -
Pasal 23 -

(1) Dalam melakukan pengamaﬁan SPBE Dma . harus";f
melaksanakan sebagai berlkut g

a. Untuk pengamanan darl sisi. p1rant1 1unak dapat:

diimplementasikan kompcnen stanciar Sﬁbaga},jf:.._i' .

berikut: . L
1. metoda scnptmg plranu h.mak yang aman

2. implementasi mekamsme oientzka& dan ot@msas;.
di dalam piranti lunak: ya:ng tepai dan S

3. pengaturan keamanan dafabase yang tepat"

b. Untuk pengamanan dari < SPBE-
dapat dnmpiementamkaﬂ komponen standar sebagw :
berikut: e AT

1. hardemng dari sisi s;s?:em operam

2. firewall, sebagai pagar untuk ner
ancaman dari luar, sistem; R

3. intrusion Detection System/ Intmtm :
Systems (IDS/IPS) sebagal pendetek_
pencegah aktivitas: ancaman: terhadap sistem;

4. network monitoring tool sebaga_i usaha unm
melakukan momtormg atas aktwﬁas ch dalam__-
jaringan; dan . : _

5. log processor &; 'arlalzsm un‘tuk melakukan
pendeteksian dan anahsxs kegiatan yang terjad
sistem. _

¢. Penyusunan IT Conimmty Plan khususny& ._;ngf
terkait dengan keamanarn SPBE dziakukan Sesual
dengan kebutuhan; i S :

EARD PERANGIAT DAZRAR

IO OMEARAREA AQIETEY £ ﬁm& - . K R R




d. Assessment kerentanan keamanan: szstem SPBE"-_ i
(security vulnerability system) secara teratur sesual'_'i
dengan kebutuhan; dan

e. Perbaikan terhadap keamanan sistem SPBE .. _ 
dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. e

Pasal 24

PD harus melaksanakan pengelolaan -fi_{;’(_eamaliah-j

informasi dengan cara:

a. menjaga kerahasiaan informasi;
b. menjaga keutuhan informasi; dan
c. menjaga ketersediaan informasi.

Penjagaan  kerahasiaan  informasi - sebageumanar

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penetapan klasifikasi informasi; S
b. pembatasan akses terhadap informasi berklamﬁkasz o
c. pengamanan pada jaringan intra pemem‘:ttah dfm
d

penerapan f:ekmk/kontml keamanan pada saatg-.:'.-.;".'-'_f_-" ”

proses pembuatan, pengmman peny:tmpaﬂan dan P
pemusnahan informasi. :

Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana damaksud E i |

pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penerapan metode otentifikasi pada 1nformas1, dan _ i
b. penerapan teknik/control untuk mendeteksi adal‘lya-: PR

modifikasi informasi.

Penjagaan  ketersediaan  informasi Sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalm
a. penyediaan backup 11’1f0rmasx -

b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan -~~~ -

c. penyediaan backup infrastruktur.
Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektmmk
Pasal 25 '
Layanan SPBE terdiri atas:

a. layanan administrasi pemerintahan - berbasis: .

elektronik; dan :
b. layanan publik berbasis elektronik. =

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik =~
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a
merupakan layanan SPBE yang mendukung tata =
laksana internal birokrasi dalam rangka menmgkatkan CRLEE T

kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.-

Layanan publik berbasis = elekironik Sebagazmanai_ 2
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan i
SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan pubhk L

di Pemerintah Daerah.
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(1)

(2)

(1)

Pasal 26 _ N
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik .

sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) meliputi

layanan di sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan

dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, publik, jaminan publik, energi,

perbankan, perhubungan, sumber daya alam,
pariwisata dan publik strategis lainnya.

Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai

dengan kebutuhan pelayanan publik di pemerintah

daerah. _
Dalam hal layanan publik berbasis elektronik.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan’ E

aplikasi khusus, pemerintah daerah dapat melakukan
pembangunan dan pengembangan . aplikasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan Pasal 19. o

BAB HI

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27
Manajemen SPBE meliputi;
a. manajemen risiko;

b. manajemen keamanan informasi;

¢c. manajemen data; R

d. manajemen aset teknologi informasi ciam 5
komunikasi; - SRR

e. manajemen sumber daya manusia;

f. manajemen pengetahuan;

g. manajemen perubahan; dan

h. manajemen layanan SPBE,

Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SP‘BE.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). o

Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagmmarié'dimaksud T .
pada ayat (2) berpedoman pada Standar 'Nasion_ai-f. R

Indonesia.

Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimanai';
dimaksud pada ayat (3} belum tersedia, pelaksanaan =
Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar L

internasional.
Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 28

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal' Sy .
27 ayat (1) huruf a bertujuan untuk - menjamm" ST
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak R

risiko dalam SPBE
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(1)

Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian S o

proses identifikasi, anaisis, pengendalian, pemantauarn,
dan evaluasi terhadap 1‘1511{0 dalam SPBE.

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2').

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko - :

SPBE yang diatur oleh menteri yang memyelenggarakan'
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi. :

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 29

Manajemen  keamanan  informasi  sebagaimana . .
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b bertujuan =
untuk menjamin  keberlangsungan SPBE . dengan

meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.:

Manajemen  keamanan  informasi sebagazmana' L

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalii serangkaian

proses yang meliputi penetapan ruang lingkup,- "

penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan .

berkelanjutan terhadap keamanan 11‘1f01rna31 dalam_.;.-_f; L

SPBE.

Manajemen  keamnanan  informasi -zsebagaimailaﬂ g
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang = =
diatur oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan TSR IS

tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. - _
Manajemen  keamanan  informasi sebagaim.ané: .

dimaksud pada ayat (2} diterapkan oleh  seliruh e

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
Monitoring dan  evaluasi terhadap  penerapan

manajemen keamanan informasi dllakrukan ‘secara . -

berkala minimal setiap setahun sekali.
Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 30 _ e

Manajemen data sebagaimana ciimaksu.d.'dél_am' Pasal

27 ayat (1) huruf c bertujuan untuk ~menjamin

terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, P

dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan e
nasional. :

Manajemen data sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1)

dilakukan melalui serangkaian proses pengeiolaan_f:i_? S
arsitektur data, data induk, data referensi, basis d&ta SN

dan kualitas data.
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(3)

(1)

(2)

Manajemen data sebagaimana dimaksud f)’a’da ayat(z) T

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data
SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan  pemerintahan di  bidang perencanaan
pembangunan nasional.

Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi.

Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan
manajemen data dilakukan secara berkala minimal
setiap setahun sekali.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 31

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d
bertujuan untuk menjamin  ketersediaan dan
optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan
komunikasi dalam SPBE.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, pengadaan,
pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan
perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen manajemen aset
teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang diatur
oleh menteri vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh
seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi.

Monitoring dan  evaluasi terhadap penerapan
manajemen aset teknologi informasi dan komumnikasi
dilakukan secara berkala minimal setiap setahun sekali.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 32

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e bertujuan
untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan
mutu layanan dalam SPBE.

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian
proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan
pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

Manajemen sumber daya manusia memastikan
ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia
untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen
SPBE.
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Manajemen sumber daya manusia sebagannana;;_ EE

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan “berdasarkan _'
pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang

diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan:._ E o

pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen sumber daya manusia _seb’agaimana'

dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh seluruh
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Monitoring dan  evaluasi ierhada;d penerapan

manajemen sumber daya manusia dﬂalmkan secara' RN

berkala minimal setiap setahun sekali.
Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 33

Manajemen pengetahuan sebagaimana dlmaksud _.
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk
meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukungf: SRR

proses pengambilan keputusan dalam SPBE

Manajemen pengetahuan sebagalmana dzmaksud pada S

ayat (1) dilakukan melalui serangkaian “proses .
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan

dan alih pengetahuan dan teknoiogl yang dlhasﬂk:an'ﬁ_ ERIv

dalam SPBE

Manajemen pengetahuan sebaga;mana d1maksud pada _: o 2
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ~ pedoman
manajemen pengetahuan SPBE yang dltetapkan'

pemerintah.
Bagian Kedelapan -
Manajemen Perubahan .
Pasal 34

Manajemen perubahan sebaga:zmana d1maksud dalam SR B
Pasal 27 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin =~ -~
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan. -
SPBE melalui pengendalian pembahan yaﬂg tergadi

dalam SPBE,.

Manajemen perubahan sebageumana d1maksud pada"ﬁ_'-_f:'__'{_ '_ e
ayat (1) dilakukan melalui’ serangkalan pmsesf;'-:-_.'_
perencanaan analisis, pengembangan, nnplementam S

pemantauan dan evaluasi terhadap pembahan SPBE

ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedgman_:_'- .

manajemen perubahan ~SPBE -yang _dltetapkan;
Pemerintah. T P
Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE -
Pasal 35

Manajemen Layanan SPBE sebégajinaﬁé d1maksud
dalam Pasal 27 ayat (1) huraf h, bertujuan tmtuk. o
menjamin keberlangsungan dan memngkatkan kuahtas"' PR

Layanan SPBE kepada pengguna SPBE
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(2)

Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (1) dilakukan melalui seraﬂgkaian proses
pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanaﬁ '
SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud

pada ayat (2} merupakan kegiatan pelayanan terhadap .
keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan
perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.

Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana _dinlakSud o

pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan - |

pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. -
Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimsaksud pada’

ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan

pengembangan aplikasi yang berpedoman . pada

metodologi pembangunan dan pengembeangan aplikasi -

SPBE.
Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan befdasarkan pedoman -
manajemen  Layanan  SPBE  yang d1tetapkan

pemerintah.
BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM ' =

(1)

(4)

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 36

Dalam rangka memastikan kehandalan dan _keanian_éin"' e
sistem  teknologi informasi dan komunikasi di’

lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan audit -
teknologi informasi dan komunikasi secara berkala. -

Audit teknologi informasi dan komunikasi sebaga.lmariaf-.:
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : : :

a. Audit Infrastruktur SPBE;
b. Audit Aplikasi SPBE; dan
¢. Audit keamanan SPBE.

Audit teknologi informasi dan komurikasi dilalukan i

dengan melakukan pemeriksaan hal pokok tekms pada:

a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknoiogi

informasi dan komunikasi; i}
b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komumka&,

c. Kinerja teknologi informasi dan komumkam yang -

dihasilkan; dan

d. Aspek teknologi informasi dan kornunikasi ’lainnya. L

Audit teknologi informasi dan komunikasi ﬁse'b'égajmmié 3 |
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakanoleh Lembaga

pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi i
pemerintah atau Lembaga pelaksand audit ieknolegi' R
informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai - -

dengan ketentuan peraturan perundang-undengan.
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(5) Untuk persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi- -
dan komunikasi sebagai dimaksud pada ayat {4), PD . ~
yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang -
teknologi informasi dan komunikasi melakukan audﬁ: R

internal paling lambat 1 (satu} bulan sebemmnya '
BABV

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK '

Pasal 37

(1} Gubernur mempunyai tugas melakukan koordinasi tian'_ :
menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, ©

untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan T

Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi:
Informasi dan Komunikasi, serta pemaﬁtauan dan
evaluasi SPBE daerah. : T

(2) Gubernur menetapkan koordinator SPBE- Pememntah SN
Daerah. _ -

(3} Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayafc (2)55 T

Dalam melaksanakan tugas Daerah" _sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melibatkan seluruh PD. o

(4} Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana o

dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(5) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaunanaf{ ;
dimaksud pada ayat (2) mempunyai- ‘tugas melakukan
koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE c:h hngl«:unganfz'_ o iy

Pemerintah Daerah.
BAB VI

PERCEPATAN SISTEM PEMERIN’I‘AHAN BERBASIS
ELEKTRONIK ' :

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

(1) Untuk meningkatkan kualitas - péﬁyéieiigg'éféaﬁ':'.:_3_--_-' L
pemerintahan dan pelayanan - publik, dﬂakukag-:i_:_

percepatan SPBE di lmgkunga,n pemermtah daerah

(2) Percepatan SPBE sebagaimana dimalesud pada ayat (1)'--_";.‘. _f_:_fi': o
dilakukan dengan pengembangan Aplikasi-Umum dan S
membangun Infrastruktur SPBE untuk membemkanp_;.

Layanan SPBE,

(3) Layanan SPBE schbagaimana. dlma,ksud pada ayat (2)-_';:{:'
diprioritaskan untuk mendukung kegiatan .

pemerintahan di bidang:

perencanaan;

penganggaran,; _
pengadaan barang dan jasa pemenntah
akuntabilitas kinerja;

pemantauan dan evaluasi;

kearsipan;

N

kepegawaian; dan
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h. pengaduan pelayanan publik.
Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang: dan Jasa

Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja dan Pemantauan dan SR B

Evaluasi

(1)

(2)

Pasal 39 : |
Untuk optimalisasi, transparasi dan akuntabzhtas pada R

perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan
jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan’ peman‘zauan L

dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perenc'anaan, o

penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, -

akuntabilitas iﬂnerja dan pemantauan dan -evaluasi -~
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂaksanakan

sesuiai dengan ketentuan peraturan - perundang—f-f B
undangan. . _ '

Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencaﬂaan,'_ﬂ;,’;_ IR
penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, .. -
akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan. evaluasi =

schagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup;

a. Layanan perencanaan;

b. Layanan penganggaran; .

c. Layanan pengadaan barang daﬂ jasa pemenntah
d. Layanan akuntabilitas kinerja; dan

e. Layanan pemantauan dan evaluasi. B

Integrasi Layanan SPBE sebaga1ma.11a dlmaksud pada: TR

ayat (3} dilakukan melalui;

a. Bagi pakai data perencanaan, penganggamﬁ}:_.:ﬁ_:._ o
pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah, .
akuntabilitas kinerja, dan | pemantaugm dan;-: .

evaluasi;

b. Penyelenggaraan basis data ‘termtegra& untuk bagx.-__*- =

pakai data; dan

c. Penyelenggaraan sistem a'plikas:i pereﬂcanaan ': e
penganggaran, pengadaan barang dan’ jasa, o
akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluas:t_l__ RS R

vang temntegram

Integrasi Layanan SPBE sebagaima:ﬂa dlmaksud pada_--_{:;_ S

ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretarzs Daerah
Bagian Ketiga '
Kearsipan
Pasal 40

pemerintahan dan penyelenggaraan kearszpaﬂ Yaﬁg--_ g
terpadu, dilakukan penerapan kearmpan berbagls o

elektronik bagl Pemerintah Daerah
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)

Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan
kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsip'ah_' o
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)- dlterapkan _
melalui integrasi layanan kearsipan antar PD. :

Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dlmaksud

pada ayat (3) dilakukan melalui:
a. Bagi pakai arsip dan informasi kearsapan di

lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar PD;

b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi- :
pakai data dan informasi kearsipan ; dan

c. Penyelenggaraan  sistem  aplikasi keérsipan o

terintegrasi. _
Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dlmaksud.

pada ayat (4) dikoordinasikan oleh PD yang membldangl S :

Komunikasi dan Informatika.
Bagian Keempat
Kepegawaian
Pasal 41

Untuk efisiensi dan transparansi dalam mana](,men; '
pegawau negen sipil, dilakukan penerapan manajemen -
pegawai negeri sipil berbasis elektronik bagi Pemermtah‘ SR

Daerah.

Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen
pegawal negeri sipil disusun berdasarkan ketentua:n 5
peraturan perundang-undangan.

Keterpaduan Proses Bisnis manajemen pegawal negem

sipil sebagaimana dimaksud pada ayat:(2) diterapkanf j._'j "
melalui  integrasi 1aya,nan kepengamn ‘untuk SR

konsolidasi data pegawai negeri sipil dari semua PD

Integrasi layanan kepegawaian sebaga::mana dlmaksudt. o =

pada ayat (3) dilakukan melalui;

a. bagi pakai data kepegawaian di '._Iingmngaﬁ”_-_.'_- )
Pemerintah Daerah, dan/atau antara PD yang = -
menyelenggarakan tugas pemerintahan di’ bldang

manajemen kepegawaian dengan PD 1a1nnya

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi unmk bagif o
pakai data dan informasi kepegawaian; :

c. penyelenggaraan sistem aplikasi 1§epegawalan yang
terintegrasi; dan

d. penyelenggaraan transaksi layanam kepegawalfm o

antar pemerintahan.
Bagian Kelima
Pengaduan Pelayanan Publik
Pasal 42

Untuk Kkecepatan, transparansi dan akuntabzhtas -
pelayanan publik di Daerah, dilakukan’ penerapan Ll

pengaduan pelayanan publik berbasis elek’tromk

o

BARD FRRANGERAT DAERAH
HURIW PEMEANARBS

¥ F -

ABIETEN 1 BEEDA




(2) Penyusunan keterapaduan Proses Bisnis pengadumi' _
pelayanan  publik  dilaksanakan  sesuai dei‘agaﬂ-_'._
ketentuan peraturan perundang-undangan. e

(3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan: :
publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ..

diterapkan melalui integrasi layanan _peﬂgad_uan .
berbasis elektronik, _ _

(4) Integrasi layanan pengaduan pubhk sebagaimana. S

dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. bagl pakai data dan informasi pengaduan pelayaﬂan: S
publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/ atau e

PD;

b. penyelenggaraan basis data termtegras1 untuk bagi .
pakai data dan informasi pengaduam pelayana.n_

publik; dan

c. penyelenggaraan  sistem aplikasi pengaduan;_;

pelayanan publik yang temntegras1

Bagian Keenam
Pendanaan Percepatan SPBE
Pasal 43

Pendanaan yang diperlukan untulk percepatan SPBE dzf'_”? S

lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan Lepada

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan : :_ i
b. Sumber lain yang sah dan  tidak mengikat Sesuai'_'ﬁ'_'."__:'_"__'_3'_"'fﬁ:.

ketentuan peraturan pem11dang~undangar1 L

BAB VII -

PEMANTAUAN DAN EVALUAST SISTEM PEMERINTAHAN i

BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 44

(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertu;uan unmk:-ﬁ'f;"'_: __
mengukur kemajuan dan menmgkatkan kuahtas SPIE%E_{‘: LA

di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Koordinator SPBE di lingkungan Pemermtah Daerah’_f:.f.ﬁ“-.":
melakukan pemantauvan dan evaluas1 terhadap SPBE..-_-

secara berkala setiap tahun sekali.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dlmaksud o
pada ayat {2) didasarkan pada pedomz—m evaluasz SPBE"'- S :

vang ditetapkan Pemerintah,
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Diundangkan di Pontianak A
pada tanggal %41 FEPERE pa Ry
j. SEKRETARIS DAERAH

BABVIT - - = =
KETENTUAN PENUTUP -
Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlalm pada tal‘lggal.._."{_

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkanf _'
pengundangan  Peraturan . Gubernur ini: -dengan - .
penempatannya dalam Berita Daerah Prownm Kahmantan S

Barat.

Ditetapkan di Ponhanak

pada tanggal 24 - WW*W “ **“”g
AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT } - .




